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Abstrak
 

Hibah adalah pemberian secara cuma-cuma dari pemberi hibah semasa hidupnya berdasarkan Pasal 1666

KUHPerdata. Hibah dengan objek berupa tanah wajib dibuat dengan akta autentik berupa akta hibah dalam

bentuk khusus dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Pemberian hibah dapat meninggalkan sengketa

apabila melanggar batasan mengenai legitieme portie. Dalam Putusan MA No. 2892 K/PDT/2021 terdapat

permasalahan hukum dimana hakim membatalkan Akta Perjanjian (Ikatan) Hibah tanpa didasarkan atas

perhitungan harta peninggalan pewaris (HP Massa) sehingga mengakibatkan ketidakpastian bagi para pihak.

Berdasarkan hal tersebut rumusan masalah yang diangkat penulis adalah mengenai kedudukan akta

perjanjian (ikatan) hibah dalam putusan MA No. 2892 K/PDT/2021 dan perhitungan besarnya legitieme

portie pada pertimbangan Hakim dalam putusan tersebut. Tujuan umum penelitian adalah untuk mengetahui

wewenang serta tanggung jawab Notaris dan PPAT terhadap pelaksanaan jabatannya dalam pembuatan Akta

Hibah khususnya aspek hukum apa saja yang perlu diperhatikan dalam pembuatan akta tersebut. Metode

penelitian yang dipergunakan yaitu dengan bentuk penelitian yuridis-normatif menggunakan data sekunder

dengan alat pengumpulan data berupa bahan pusataka dan wawancara. Simpulan yang diambil dalam

penelitian ini yaitu: 1). Pemberian hibah atas tanah harus dibuat dalam suatu Akta Hibah dihadapan PPAT,

sehingga tidak diperbolehkan dibuat melalui suatu perjanjian pendahuluan dalam bentuk apapun seperti

Akta Perjanjian (Ikatan) Hibah dikarenakan tidak sesuai dengan filosofi dari pemberian hibah; 2).

Perhitungan legitieme portie pada Pasal 921 KUHPerdata penting dilakukan sebagai dasar mengetahui

apakah harta peninggalan pewaris yang ada terdapat kekurangan sehingga tidak memenuhi hak legitimaris

atas legitieme Portie. Adapun saran yang dapat diberikan yaitu: 1). Notaris dan PPAT tidak melakukan

kesalahan membuat suatu akta yang tidak lazim seperti Akta Perjanjian (Ikatan) Hibah dikarenakan tidak

sesuai dengan filosofis dari pemberian hibah, untuk itu pemberian hibah haruslah dilakukan melalui suatu

Akta Hibah yang dibuat dhadapan pejabat yang memiliki kewenangan untuk itu 2). Peran Ikatan Notaris

Indonesia dan Majelis Pengawas penting dalam menegakkan kode etik dan menemukan adanya kesalahan

yang dilakukan oleh Notaris dan/atau PPAT sehingga Notaris dan/atau PPAT terhindar dari risiko dan

tanggung jawab terhadap kesalahan terhadap akta yang dibuatnya.

......A grant is a free grift through a unilateral agreement, described under article 1666 Indonesian Civil Law.

Grants with objects in the form of land must be made with an authentic deed in the form of a grant deed in a

special form in front of the Land Deed Maker's Office. The granting of grants can result in a dispute when

violating the restrictions described under legitieme portie. In the Supreme Court Order No 2892

K/PDT/2021 there is a legal issue where the Judge annuls the Act of Agreement (Obligations) on Act

without being based on the calculation of the inheritance of the heir (HP Massa) resulting in uncertainty for

the parties. Based on this, the formulation of the problem raised by the author is regarding the position of the

grant agreement (bond) in the Supreme Court decision Number 2892 K/PDT/2021 and the calculation of the
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amount of legitimacy portie in the judge's consideration in the decision. The main outcome of this research

is to identify role and responsibilities of the notary and Land Deed Making Officer to their duties in

producing land grant especially on the making of acts and aspects of law that needs to be scrutinized in the

process. The research method used is the form of juridical-normative research using secondary data obtained

from primary and secondary legal sources through analyzing literatures and conducting interviews.. The

conclusions taken in this study are: 1). Grants for land must be made in a Deed of Grant before the Land

Deed Making Offiicer, so that it is not allowed to be made through a preliminary agreement in any form

such as the Deed of Agreement (Ikatan) Grant because it is not in accordance with the philosophy of

granting; 2). Assessment of the legitieme portie in Article 921 of the Civil Code is important as a basis to

find out whether there are deficiencies in the inherited assets so that they do not fulfill the legitimate rights

of the legitieme portie. Further suggestions that can be given are: 1). Notaries and Land Deed Making

Officers do not make the mistake of making an unusual deed such as the Deed of Agreement (Ikatan) Grant

is not because it is in accordance with the philosophy of giving a grant, for this reason the grant must be

made through a Deed of Grant made before an official who has the authority for that 2). The role of the

Indonesian Notary Association and the Supervisory Board is important in enforcing the code of ethics and

finding errors made by Notaries and/or Land Deed Making Officers so that Notaries and/or Land Deed

Making Officers avoid the risks and responsibilities for errors in the deeds they make.


